PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN (~, 1/
Polok Sekolah Masiona!

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

aNamakepalasekolah (R |e[nv[e|[p]/ [s]| Imlelm[s]a] [ [ [ [ [ | |

Il. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah A§|DIv wilu |[K A Kl T OI‘EN A

b. Alamat WK LA K 10| N6

c. Jenjang Sekolah [ ] rema ’ZI somi [ ] smemrs [ ] smamassmk [ ] sie
d. Status Sekolah 3 7 Negeri :I Swasta
AEEEEEEEEEEEEEE

f. Kabupaten/Kota NSl IK K A

g. Kecamatan ‘1P O || eV G

h. Kelurahan WA A (Wl A

i. Email :

lil. Legalitas Sekolah

T T NoosKfimnpendiansekolah (2 [/ [ 2] AMEI/ 1ol T T ]

b. Tanggal [ 7] [e]9] [2]e]/]y
c. No. SK/lzin Operasional Sekolah : A !.- 5._/ H-lKl/ 2 O ‘1]4[ { I I I
d. Tanggal % 'I 1 O 3 |l|0|}|4

WUbARTOENG: | -1 <26l .

Opepétor Dinas Pegdidikan, Kepala Sekolah,
Ny~ 19 Bo525 109y 12 3

Keterangan :

Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini, | -H'-_EL

Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.

Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKT| Pengajuan NPSN Baru.

lJika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.ld
Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

oo awNpR



!

IZIN OPERA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3{%/HK/2014

TENTANG

ASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH

Menimbang

Mengingat

w

b.

€3]

KEJURUAN NEGERI
BUPAT! SIKKA,

bahwa berclasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan  Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka
tertib penyelenggaraan pendidikan dan kepastian
hukum pendirian sekolah wajib memiliki izin
operasional oleh pejabat yang berwenang;

bahwa Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Nepgeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah
memenuhi syarat sesuai mekanisme Pendirian Sekolah
Baru; -

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalams huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang  Izin
Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekglah Menengal: Kejuruan Negeri;

Undang Undang ‘Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655}); ;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran '’ Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir f



e

10.

11.

12.

13.

2=

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undzng Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 J;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloldan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007
Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36); '
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Nomor 57); J(



Menetapkan

KESATU

KEDUA

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor
73);

MEMUTUSKAN :

’

Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.l(

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal || {BPrenper 2014




LAMEPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 5%

TANGGAL
TENTANG

1t Serremnger-

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGER], SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN NEGERI.

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

JHK/2014
2014

-4-

NIRRT
NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN
1 | SDN PAUKLOR WAIBLAMA
2 | SDN LELOWAIR WAIBLAMA
3 | 'SDN UTANWAIR TALIBURA
4 |'SDN NAPUNGLANGIR ALOK
5 | SDN GUHI NITA
6 | SODN MUNEGAJUT NITA
7 | SDN AIMITAT ALOK BARAT
8 | SDN WUKAK TOENG DORENG
9 | SDN TODANG BOLA
10 | SDN KLATANG TALIBURA
11 | SDN KOLIT TALIBURA
12 | SDN KRINGA TALIBURA
13 | SDN WATULAGAR | DORENG
14 [ SDN WAIRPUAT MAPITARA
15 | SDN KEPI KETIK WAIGETE
16 | SMPN SATU ATAP WARA MEGO
17 | SMA NEGER! MAGEPANDA MAGEPANDA

18 | 8BME NEGERI 3 MAUMERE

ALOK TIMUR




